GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 800-262-2025

TENTANG
PENETAPAN DAERAH YANG MEMILIKI TINGKAT KESULITAN TINGGI DAN/ATAU
DAERAH TERPENCIL SEBAGAI PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Daerah Yang Memiliki Tingkat Kesulitan Tinggi
dan/atau Daerah Terpencil Sebagai Penerima Tambahan
Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas; |

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6806);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897),

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
191);

MEMUTUSKAN:

Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah yang memiliki
tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil sebagai
penerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat
bertugas.

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 800-786-2023 tentang
Penetapan Daerah Yang Memiliki Tingkat Kesulitan Tinggi
dan/atau Daerah Terpencil Sebagai Penerima Tambahan
Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Q7 Mei A0as

[URSUMATERA BARAT,

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
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